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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

1)  Mekanisme yang telah dilakukan oleh pemerintah sangat membantu 

dan memudahkan masyarakat Wajib Pajak (WP) untuk memahami 

mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan  serta 

mengarahkan Wajib Pajak (WP) untuk menaati pembayaran yang 

telah ditentukan oleh pemerintah.  

2) Pengenaan dan perhitungan  dari hasil  realisasi pemungutan Pajak 

Bumi Dan Bangunan sangat lah baik bagi Kecamatan 

Sukomanunggal yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan 

mencapai target yang telah ditentukan pada pemeirntah kota. 

3) Mengevaluasi mekanisme yang telah terjadi peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat 

kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena peningkatan 

SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah wajib pajak 

yang melakukan pembayaran. Padahal yang seharusnya yang terjadi 

SPT yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang 

melakukan pembayaran. 

4) Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di 

Kecamatan Sukomanunggal sudah berjalan cukup baik, dengan kata 
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lainnya mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 

berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi 

peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. peningkatan 

penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya 

peningkatan kesadaran wajib pajak.  

 

5.2   Saran  

 Setelah memberikan kesimpulan dari proses mekanisme pemungutan 

Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sukoamanunggal, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1) Mengingat penilaian adalah faktor yang diangap paling 

penting.maka dalam masa awal peralihan sebaiknya pusat masih 

membantu, misalnya dengan memperbantukan tenaga penilai, karena 

penilaian sangat dibutuhkan untuk penetapan NJOP yang digunakan 

sebagai dasar penetapan pajak. 

2) Sosialisasi dari pusat kepada Pemerintah di Kecamatan 

Sukomanunggal terkait perencanaan pusat, seperti jadwal penerbitan 

peraturan pelaksana UU yang diserahkan kepada pemerintah daerah, 

agar pemerintah daerah mempunyai kepastian untuk menentukan 

langkah selanjutnya. 

3) Karena semua tahapan kebiajakan pemungutan PBB oleh daerah 

memerlukan dukungan kualitas SDM, maka perlu dilakukan 

terhadap Pemerrintah, mengingat pendidikan formatnya memerlukan 
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waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun pelatihan 

SDM komperhensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, dan 

pengelolahan data dengan materi yang dipadatkan dengan biaya 

yang dapat dijankau pemerintah daerah 
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